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ABSTRAK 

Shafira Candra Dewi, Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. dan 

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.: Analisis Maqaşid Al-Shari’ah Terhadap 

Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, Syari’ah, IAIN Kediri 2022. 

Kata Kunci: pegawai negeri sipil, izin perceraian, hukuman disiplin berat. 

Perubahan regulasi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai 

dengan perkembangan zaman. Salah satu regulasi yang diubah yaitu PP tentang Disiplin 

PNS yang semula diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 kemudian diganti dengan PP No. 

94 Tahun 2021. Terdapat hal menarik yang ditemukan oleh penulis ketika salah satu 

hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman 

“pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Kemudian pada PP No. 94 Tahun 

2021, hukuman tersebut dihapuskan. Lantas penulis tertarik untuk menganalisis 

hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 menurut perspektif  maqaşid al-

shari’ah dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui hukuman disiplin berat 

mengenai pelanggaran terhadap izin perceraian oleh pegawai negeri sipil menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 2) Untuk mengetahui analisis maqaşid al-

shari’ah terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh 

pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini 

ialah dengan menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum, maka peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. 

Hasil dari penelitian ini: 1) Hukuman disiplin berat yang terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tercantum 

dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, b dan c yang meliputi: penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS. 2) Analisis maqaşid al-shari’ah terhadap hukuman 

disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan 

tersebut telah sesuai dengan konsep maqaşid al-shari’ah yaitu hifẓ al-‘irḍi (memelihara 

kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam hukuman disiplin berat pada PP No. 

94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS. Selanjutnya dalam ranah hukum 

pidana Islam, hukuman disiplin berat termasuk dalam kategori hukuman ta’zir karena 

ditetapkan oleh penguasa yaitu presiden. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Huruf Transliterasi 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 Ḍ ض ’ ء

 Ṭ ط B ب

 Ẓ ظ T ت

 ‘ ع Th ث

 Gh غ J ج

 F ف Ḥ ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل Dh ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ھ Sh ش

 Y ي Ṣ ص
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2. Konsonan Rangkap. 

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang 

ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. 

 ditulis Aḥmadῑyah :  أحمديةّ

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya 

لَ دَ    : ditulis dalla 

3. Ta’ Marbuṭah. 

a. Bila dimatikan ditulis “ah”, 

 ditulis jamā‘ah :  جماعة

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”. 

 ditulis ni’mat Allah :  نعمةَالله

 ditulis zakāt al-fiṭr : زكاةَالفطر

4. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing 

dengan huruf tunggal. 

5. Vokal Panjang (madd) 

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ῑ, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan coretan di atas huruf a, i dan u. 

6. Bunyi Hidup Dobel 

Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab ditransliterasikan dengan 

menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk )أي( dan  )أو( 
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7. Kata Sandang Alif + Lam. 

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti 

huruf shamsiyah, huruf al ditulis al- 

 ditulis al-Jāmi‘ah : الجامعةَ

  ditulis al-Shῑ‘ah : الشيعةَ

8. Huruf Besar. 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat. 

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan 

kalimat ditulis kata per kata 

 ditulis Shaykh al-Islām : شيخَالٍاَسلاَمَ

10. Lain-lain. 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nash, al-Qur’an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman 

transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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